KETUA PENGADILAN

o
_

NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang

Mengingat:

NOMOR : ¢93/KPN.W5-U8/SK.HM1.1.1/XII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENGADUAN (WHSITLE BLOWING SYSTEM)

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

. Bahwa dalam rangka membangun tata Kelola

pemerintahan yang baik khususnya Pada Pengadilan
Negeri Sarolangun ;

. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan

martabat Lembaga peradilan dan upaya pencegahan
pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan
peradilan pada msyarakat pencari keadilan,maka setiap
aparatur badan peradilan yang melihat dan/ atau
mengetahui adanya hal tersebut wajib melaporkan pada
Badan Pengawasan Mahkamah Agung;

. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat

untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk
meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang
melihat dan/ atau mengetahui hal sebagaimana disebut
dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan
Pengawasan Mahkamah Agung;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa, b dan c, maka dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan arolangun
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing
System) di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentdang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum ;

Undang-undang Nomor 28 TAhun 1999 tentang
Penelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang...
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

-2-

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Tindaj Pidana Korupsi;

S. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tetang
Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung
dan Bada Peradilan dibawahnya;

6. Instruksi Presidlen Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADLAN NEGERI SAROLANGUN
TENTANG PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING
SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri
Sarolangun dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa
laporan/ pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif,
efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat
melalui website Mahkamah Agung RI ;

Penanganan Pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan
pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan
pelanggaran perilaku oleh hakim dan pegawai Aparatur Sipil
Negara yang dilakukan dalam maupun diluar kedinasan ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di Sarolagun
Pada tanggal 20 Desember 2024

DILAN NEGERI SAROLANGUN
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KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : ©bl/ KPN.W5-U8/SK.KA2.3/XI11/2024

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang - 7

Mengingat D a.

Bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi

pokok manajemen  untuk menjaga dan
mengendalikan  tugas - tugas yang harus
dilaksanakan dan dapat berjalan sebagaiman

mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa  Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

mempunyai wewenang dan tanggung jawab
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
peradilan serta melakukan pengawasan terhadap
tugas dan tingkah laku para pejabat peradilan
tingkat pertama yang dipimpinya ;

. Bahwa tata cara pengawasan tersebut telah diatur

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/ 080/ SK/ VIII /2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan  di
Lingkungan Lembaga Peradilan ;

. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan

dan evaluasi terhadap hasil pengawasan perlu dibagi
dalam bidang - bidang pengawasan dan untuk itu
perlu ditunjuk Hakim pengawas bidang ;

Bahwa para Hakim sebagaimana tersebut dalam
lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap
untuk melaksanakan tugas tersebut ;

Undang - undang Nomor 4 tahun 2004 tentang
Kekeuasaan Kehakiman ;

. Undang - undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang-

undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan
Undang - undang Nomor. 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum ;

c. Keputusan...



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

-2 -

c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIIl/ 2006 tanggal
24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di lingkunga Lembaga Peradilan.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN TENTANG PENUNJUKAN  HAKIM
PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun Nomor: 17/KPN.W5-U8/SK.KA2.3/1/2024
tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim
Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Menunjuk Hakim Pengawas Bidang sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang untuk
melaksanakan pengawasan tiap bulan dan melaporkan
hasil pengawasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri
Sarolangun melalui Koordinator Pengawasan Pengadilan
Negeri Sarolangun ;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing
Hakim Pengawas bidang yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Sarolagun
egal 20 Desember 2024




Lampiran [ Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 666 /KPN.W5-U8/ SK.KA2.3/XI1/2024
Tanggal : 20 Desember 2024

BIDANG
No. NAMA JABATAN PENGAWASAN
Koordinator
1. | NOVARINA MANURUNG, S.H Ketua
Pengawasan
2. | M. YULI SETIAWAN, S.H Hakim Kepaniteraan Perdata
3. | DZAKKY HUSSEIN, S.H Hakim Kepaniteraan Pidana
4. | RAYMON HARYANTO, S.H Hakim Kepaniteraan Hukum
Sub Bagian
5. | YOLA NINDIA UTAMI, SH Hakim Perencanaan, TI dan
Pelaporan
6 | REINDRA JASPER H. _— i U Ba.g‘arcli
© | SINAGA, SH akim epegawaian dan
Ortala
7. | TUMPAK HUTAGAOL, S.H Hakim sub Bagian Umum dem

Keuangan

Ditetapkan di Sarolagun
Pada tanggal 20 Desember 2024




NOMOR SOP W5-U9/ 1504 /0T.01.3/8/2022
;(Es:\-/iBUATAN 5 Agustus 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF 1 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
MAHKAMAH AGUNG R.I. SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang /zr/
Kabupaten Sarolangun Kkm/
DE ANA
NAMA SOP PENANGANAN - PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN
NEGERI
DASAR HUKUM : KETERKAITAN:

1.

10.

11.

12:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014SOP Kepaniteraan Hukum

tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PERINGATAN/CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun/Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeriperadilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

Sipil.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin
Kerja Hakim Pada MA dan Badan Peradilan
di Bawahnya.

1.
2
3.
4.

S-3
S-2
S-1
SMU

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan
Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan(Whistleblowing System) di
lingkungan Mahkamah Agungdan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7

NV A WN R

Alat Tulis Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Alat Scanner

Buku agenda surat masuk

Register Pengaduan

Formulir-formulir Penanganan Pengaduan
Aplikasi SIWAS

Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
RI 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI' Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera
dan Jurusita.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017
tentang Pengawasan dan Pembinaan

Buku register Pengaduan dan Register Elektronik




13.

14.

15.

Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya.

Surat Keputusan Bersama Nomor
047/KMA/SKB/IV/2009 &
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Bersama Nomor
02/PB/MA/1X/2012 & 02/PB/P.KY/09/2012
tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
tentang Perubahan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan
terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Halaman 2 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim Ket
Petugas Meja Panmud Hakim Persyaratan /
Pengaduan |Hukum / Staf KeN WKPH Penelaah Pameriea Perdengkapan Waktu SERp
1. | Menerma pengaduan Formylr 1 han Pengaduan
masyarakat/Pelapor daam ‘ ’ Pengadaan dterma dan
DeMmuk Isan, tertu s - Regster tercamt
maupun eextron ik dan Pengaduan daam
menyerahkan formukr - Surat Reg=ter
pengaduan dan mencatat Pengaduan pengaduan
regster pengaduan serta
meng nouk pengaduan
2 [ Memys regster dan A 4 - Aplikas 1jam | Tandatenma
menyapkan lemdar telaan SIWAS berxas
- Buw pengaduan
exspeds
- Berias
pengaduan
ATK
3. | Menerma berkas d Berias tyam |- Tanda
pengaduan dan Panmud rracy pengadian terma
Huxum dan menunjuk Buku Derxas
hakm penelaan exspeds pengadian
=ATK - Surat
Penunukan
Hakm
Peneaan
5. | Meskukan penziaanan - Berkas 7han | LaporanHas
4 pangaduan telaan
- Surat
penunuan
Lembar
telash
- ATK
6. | Menerma dan memeriksa v barkas 1 han Pendapat '
hasi teaan ) pengaduan WKPN
Tidak - hasi teaan terhadap
I ATK hasd teaan
7. | Menentukan tndakianjut - berkas 1 han Penumukan
nasl telaan / pengaduan sm
- hasi telaan
\ - ATK
8. | Menunjuk tm pemenisa b Ya - Beras 1 jam Penunjukan
pengadaan om
Hasl talaan pameriksa
- Pendapat
I KPN/WKPN
9. | Memoux renzana kena - Suat 2 jam Rencana
pemerixsaan berdasarkan pengaduan Kerp
nasl teaan hakm penelaan - SXTim DeMmer Ksaan
dinswsans pengadian Pemerxsa
Laporan
nas| telaan
-~ ATK
10. | Memoust dan mengnm y - AKX 7 Han Surat
Surat pengglan kepada pangglan
pelapor, teriapor, saksi dan
phak terkait atas nama tm b
pemer Ksa
11. | Pemeriksaan pelapor, - Swrat 1 jam BA
1eriapor, saks dan phak _V_ panggian pemeriksaan
terkait - XTim
Pemenxsa
Aplxas
| SIWAS
- ATX
12. | Mengunggan K Tim v - Berta Aan 3 han Laporan has|
pemeriksa dan benta acara Pemenksaan pemerksaan
pemerksaan ke api kas I - Buku-buku dan
SIWAS MARI ¥ terkar rexomendas
Apkas telan dranda
SIWAS Tangan
- AX
\ 4

Halaman 3 dari 4




Pelaksana Mutu Baku
s Tim
No Aktivitas Dby Meja p: 3 Hakim Persyaratan / | Waktu Ket
Pengaduan |Hukum / Staf KPH WieN Penelaah Pemeriksa Perlengkapan Output
13. | Membuat dan menyerahkan - Benita Acara 2 hari T
Laporan Hasil Pemenksasn - WP Rekomendasi
kepada Wakil Ketua Tim
Pengadilan Negen Pemeriksa
v
| |
14. | Menyampaiken laporan hesil - Berta Acara | 2 hui | Persetujusn
pemenkssan kepedas Ketuas - WP Rekomendasi
Pengadilan Neger - Telash Tim
] Rekomendas Pemenksa
Tim Suret
p——r Pemerisa mpengm‘ Rar
15. | Mengunggsh Laporan Hasil - Apliasi 1jem | Leporen hasil
Pemenksaan ke oplikasi SIWAS pemenksaan
SIWAS MARI dan mencatat A 4 - Leporen Hasil sudsh di
dalam register pengaduan Pemeriksaan unggsh
berilast pada aphkasi
kesimpulen SIWAS dan
dan tercatat di
rekomendasi register
Nyas pengaduan
- ATK
16. | Arsp v Leporan Hasil 1 jam Berkas
Pemeriksaan terarsipkan
kesimpulan
den
rekomendasi
Surat
Pengantar
Penjelasan pada kolom keterangan :

*1

Dalam hal tidek tenndikasi laporan diarsipkan, bils terndikesi maka dtindaklanjuti.

Halaman 4 dari 4
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Hubungi Kami Reformasi Birokrasi

& Print @ Email

%

) di Mehkamah Agung dan Badan Peradilan yang

® (25) WhatsApp. x

G pnsarlangun - Penelusuran & X @ Prosedur Pengaduan % & Update 20 Desember 2024- G X | % Undu file | iLovePDF
c pn-sarol goid/index php/ publik duan-layanan-publik/prosedur-pengad
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Sarolangun
K lok Perk P e 4 Kak Caont 7
plek Per g g P g 37481
Telp./Fax. : (0745) 91006 E-Mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id
Siop - Excellent - Nyaman - Unggul - Melayani Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum
Berdasarkan Peraturan Mahkamsh Agung RI No. 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (
Berada di Bawahnya:
Pengadusn adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan
pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perileku pegawai Aparatur Sipil Negars. Peianggaran hukum acara ateu Pelanggaren
terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan peleyanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik
Negara
Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lam di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar
citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayasn masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat
Pengaduan dapat disampaikan melalui
1. aplikasi SWAS MA-R! pads situs Mahkamah Agung (ttps://siwas mahkamahagung go id).
2 Iayanan pesan singkat/SMS;
3. surat elektronik ( D,
4. faksimile.
5. telepon
Screen
Reader 8 meja Pengaduan
P Type here to search .
G pn sarolangun - Penelusuran X @ Prosedur Pengaduan x & Update_20 Desember 2024 - X | @ Unduh file | iLovePDF
c p | go.id/index.php/l publil duan-layanan-publik/prosedur-pengad
7. surat; dan/stau
8 kotak Pengaduan
Layanan pesan singkat (SMS) Ke N
ghat e Nomor 0 it -
aana ol or 085262490900 dengan format SMS:
kerja terlapor#isi pengaduan.
Surat elektronik (e-mail)
Pengaduan@badanpengawasan.net
Telepon/F aksimile
(021) 21481233
Meja Pengaduan Badan Pengaw 4
Pongadier Badan Pengawasan MA RI dan atau Meja Informasi i
Surat, kirim ke:
:’ 3la Badan Pengawasan MA RI J. Jend. Ahmad Yani
3 =‘;I~’" By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
3011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan
Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan
1. Pelapor datang menghadsp sendiri ke meja Pengadusn. dengan menunjukken identitas dii
2 Petugas meja Pengaduan memasukken laporan Pengsduan ke dalam aplikesi SIWAS MA-R
3. Petugas meja Pengadusn memberikan nomr register Pengaduan kepada Peiapor guna memanito nganan Pengaduan
Dalam hal Pengaduan ilakukan secara tertulis, memuat
1. identitas Pelapor
2. identitas Terispor jelas
Saeen iy
Reader

3. perbuatan yang diduga dilany

£ Type here to search >

PENCARIAN

IKUTI MEDIA SOSIAL KAML:

INFORMASI CEPAT

Statistik Perkara
Informasi Delegasi Masuk
Informasi Delegasi Keluar

Pos Bantuan Hukum

Prosedur Pendaftaran Perkara
Pengaduan Pelayanan Pengadilan

Layanan Disabilitas

TRAFFIC PENGUNJUNG

12

o

Hari Ini

¥ Kemarin

Minggu Ini
¥ Bulen Ini

W Jumish

17

Onine

Sebagian cerah



G pn sarolangun - Penelusuran X @ Prosedur Pengaduan x & Update 20 Desember 2024 - X | % Unduh file | iLovePDF x ® (25) WhatsApp x 4+ = (=] X

e (e e e e B wr L O
perbuatan yang dilakukan berkeitan dengan pemenksaan sustu perkara, Pengaduan harus dilengkap! dengen nomor perkars A
4. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnys, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak
pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor, dan
5. petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam apiikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pangaduan
diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabils diperluken
Dalam hal Pengaduan dilakukan secars elektronik, memuat
1 identitas Pelapor,
2. identitas Terispor jelas
3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misainya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor
perkara.
4. menyertakan bukti ateu keterangen yang dapat mendukung Pengadusn yang disampaikan. Misainya bukti atau keterangan termesuk nama jelas, alemet dan nomor kontak
pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor,
5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namiun apabila informasi Pengaduan Iogs dan memadai, Pengaduan dspat ditindaklanjuti
Pengaduan yang ditindaklanjuti adaizh ysng memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeriksaan guna
membuktikan kebenaran informas:nya;
2 Pengaduan dangan identitas Pelapor tidak jetas, namun ) ogis dan memadai, untuk segera dilakukan pemeriksaan guna
membuktikan kebenaran informasinyz;
3 Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas. namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfimmasi atau dikiarifikasi sebelum
dilakukan pemeriksaan;
4. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau teish dilakukan pemeriksaan. direkomendasikan untuk dijsdikan sebagai tambahan
informasi
Pengaduan yang tidak ditindakdanjuti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut
1 Pengaduan dengen identites Pelapor tidak jeles, tidsk disertai deta yang memadsi dan tidak menunjang informasi yang diadukan:
2 Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidsk menunjuk substansi secars jelas, misainya Pengaduan penanganan perkara yang tidak adil, yang tidak disertai
dengan nama pengadlan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud
Sareen 3 Pengaduan diman Terlapor sudsh tidak Iagi bekerja sebagai hakim dan/atay pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misainya telah pensiun, telah pindah ke instansi
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2 Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jetas dan tidsk menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkars yang tidak adil, yeng tidak disertai
dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud
3. Pengeduan Gimans Teriapor sudah tidak lagi bekeria sebagai hakim dan/stey pegawai Aparatur Sipil Negara di pengadilan. misainys telah pensiun, telah pindsh ke instansi
lawn,
4. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang
5. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuidis dan substansi putusan pengadilan
6. Pengaduan mengenai pihak atau instansi fain diluar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Polisi
7. Pengaduan mengenai fakta ateu perbuatan yang terjadi Iebd dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebslumnya.
8. Pengaduan berkaitan dengan pelsksanasn eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawsh pengawasan Ketua Pengadilon
Tingkst Banding. kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unorof ),
9 Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.
Pelapor memiliki hak untuk
1 mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnyz;
2 mendapatkan kesempatan untuk dapat memberiksn keterangan secara bebss tanps paksaan dari piak manapun
3. mendapatksn informasi mengenai tehapen lagoran/Pengaduan yang didaftarkannya:
4 mendapatkan perlakuan yang sama dan setera dengan Terlapor dalam pemeriksaan:
5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengadusnnys: dan
6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksasn (BAP) ditinya
Terlapor memiliki hak untuk
1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain
2 mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksan dari piak manapun
3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapar dalam pemeriksaan
4 meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinye; dan
5. mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas diriaya tidak terbukti
A
Sareen
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Sarolangun, 25 April 2025

Nomor - 108 /KPN.W5-U8/UND.KP4.1.2/IV/2025
Sifat . Terbatas

Lampiran L=

Hal . - Sosialisasi SPIP

- Sosialisasi Whistle Blowing System
- Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Yth. Hakim,

Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural,
Pejabat Fungsional, Staf dan PPNPN
Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan undangan Sosialisasi mengingat pentingnya
Acara ini diharapkan kehadiran Bapak/lbu dalam Sosialisasi tersebut yang akan
diselenggarakan

Pada hari, tanggal . Senin, 28 April 2025
Waktu - 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra
Acara . - Sosialisasi SPIP

- Sosialisasi Whistle Blowing System

- Sosialisasi Penanganan Benturan
Kepentingan

- Implementasi Pengendalian Gratifikasi

Demikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terimakasih.
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NOTULA

Dasar . Undangan Sosialisasi Whistle Blowing System
Nomor : 108/KPN.W5-U8/UND.KP4.2/1V/2025

Hari - Senin
Tanggal . 28 April 2025
Pukul - 10.30 WIB
Tempat - Ruang Sidang Cakra
Acara . Sosialisasi Whistle Blowing System
Peserta Rapat : 1. Ketua
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Pejabat Struktural
6. Pejabat Fungsional
7. Staf
8. PPNPN

Jalannya rapat :
Sosialisasi Whistle Blowing System Kepentingan dimulai pukul 10.30 WIB

disampaikan oleh Narasumber Binnaria Dabukke, SH.
Adapun pokok materi yang disampaikan meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Whistle Blowing System (Sistem Penanganan Pengaduan)
Merupakan sarana pelaporan bagi kalangan internal Mahkamah Agung
atau Badan Peradilan pada khusunya atau masyarakat pada umumnya;

2. Penerapan Whistle Blowing System
Untuk memberikan respond terhadap pengaduan baik dari kalangan
internal maupun dari masyarakat agar citra dan wibawa lembaga
peradilan terjaga serta kepercayaan masyarakat kepada lembaga

peradilan meningkat;



3. Pengaduan
Merupakan laporan yang mengandung informasi atau mengandung
indikasi adanya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku
hakim, kode etik dan pedoma perilaku panitera dan jurusita, kode etik
dan pedoman perilaku aparatur sipil Negara, hukum acara, disiplin
pegawai negeri sipil, pelanggaran, mal administrasi dan/atau
pelanggaran terkait pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
4. Pelapor (whistle blower)
Merupakan pegawai, ASN, hakim dan/atau masyarakat lainnya yang
mengungkapkan dugaan ketidakjujuran, pelanggaran terhadap kode etik
dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitera
jurusita kode etik dan pedoman perilaku aparatur sipil Negara, hukum
acara, disiplin pegawai negeri sipil, pelanggaran, mal administrasi
dan/atau pelanggaran terkait pengelolaan keuangan dan barang milik
Negara;
5. Terlapor
Hakim/ pegawai Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada
dibawahnya yang diadukan di dalam pengaduan tersebut secara tegas
sebagai pihak yang diadukan atau yang karena kedudukan, tugas dan
fungsinya garis dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas
pelanggaran yang diadukan;
6. Pengaduan Dapat disampaikan melalui;
a. Aplikasi SIWAS
b. Meja Pengaduan
c. Kotak Pengaduan
d. Surat Elektronik
e. Telephone
f. Faksimili atau layanan SMS
7. Alur Penanganan pengaduan Melalui Aplikasi SIWAS;
a. Pengaduan dicatat pada aplikasi Siwas
b. Pihak Mahkamah Agung melakukan penelaahan pengaduan;
c. Apabila ditindaklanjuti maka dilakukan pemeriksaan oleh tim

pengawas
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Sosialisasi ditutup oleh Narasumber pada pukul 10.50 WIB.

Notulis
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Yuli Kurniati
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